PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 26/Permentan/OT.140/4/2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

MENTERI PERTANIAN,

bahwa Balai Penyuluhan merupakan tempat
Satuan Administrasi Pangkal bagi Penyuluh
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang
berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan
menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian,
perikanan, dan kehutanan di wilayah kerja Balai;

bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
di kecamatan diperlukan pengembangan dan
pengelolaan Balai Penyuluhan;

. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar

pengelolaan Balai Penyuluhan berjalan dengan
baik, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Pengelolaan Balai Penyuluhan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041), juncto Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang



10.

Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4411);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4660);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5170);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007



Menetapkan

11.

12.

13.

14,

15.

tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009
tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang  Pembentukan  Kabinet  Indonesia
Bersatu II;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara jis Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara
juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);

Peraturan  Menteri  Nomor  61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN

TENTANG PEDOMAN  PENGELOLAAN
BALAI PENYULUHAN.

Pasal 1



Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan seperti tercantum pada
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan
dalam pengembangan dan pengelolaan Balai Penyuluhan.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR ...



